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Yth. Ketua Pengadilan Agama Solok

di 
Solok

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama solok dimaksudkan untuk:

Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menilai akuntabilitas kinerja instansi.

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0  s.d 100.
Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “Tidak” akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

	Jawaban
	Kriteria
	Nilai

	a
	Memenuhi hampir semua kriteria

(lebih dari 80% s/d 100%)
	1

	b
	Memenuhi sebagian besar kriteria

(lebih dari 60% s/d 80%)
	0,75

	c
	Memenuhi sebagian kriteria

(lebih dari 40% s/d 60%)
	0,50

	d
	Memenuhi sebagian kecil kriteria

(lebih dari 20% s/d 40%)
	0,25

	e
	Sangat kurang memenuhi kriteria

(kurang dari atau sama dengan 20%)
	0


Pengadilan Agama Solok Kelas II memperoleh nilai sebesar 84,64% (A) atau Memuaskan.

Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 26,30%:
Terdapat dokumen Reviu Kelima Renstra 2020-2024 tercatat dalam kata pengantar di dokumen reviu kelima renstra tertanggal 21 Januari 2022.
Tujuan yang dirumuskan pada reviu renstra PA Solok belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) yaitu :
Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (masih merupakan proses dan ukuranya sangat subyektif)

Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan (masih berorientasi output)
Implementasi Renstra, dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Renstra unit kerja, dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ada namun belum sepenuhnya selaras dengan Renstra. Seperti dalam renstra  tidak terdapat indikator persentase penurunan sisa perkara, namun dalam RKT indikator kinerja ini ada.
Dokumen Penetapan Kinerja (PK) telah ada dan telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek, namun indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 21,17%:
Terdapat Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal.
Pada kualitas pengukuran, IKU belum dapat diukur secara objektif, misalnya pada sisa perkara yang diselesaikan, penurunan sisa perkara, perkara yang diselesaikan tepat waktu (tidak menggunakan aturan yang ditetapkan SEMA).
IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
Dilakukan reviu terhadap IKU,  namun tidak diikuti dengan perubahan dokumen turunannya. Seperti dihilangkannya indikator “persentase penurunan sisa perkara”  dalam matrik renstra. Namun dalam RKT, dan PK masih ada. Kemudian indikator tersebut dalam LKJIP dihilangkan kembali . Target kinerja dalam renstra, dengan RKT dan PK  pada Indikator “Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi”  tidak sama
Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,00%:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan kinerja yang telah diperjanjikan. Seperti dalam Perjanjian Kinerja terdapat Indikator Penurunan sisa perkara namun dalam LKjIP Indikator ini tidak ada. 
Informasi yang disajikan dalam LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, dan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.
Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh 8,50%:
Pemantauan atas penerapan manajemen kinerja atau SAKIP belum dilakukan secara berkala dan kegiatan pemantauan belum terdokumentasi secara baik
Pencapaian Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 16,67%:
Target kinerja outcome dapat dicapai, capaian kinerja outcome belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja ourcome belum sepenihnya dapat diandalkan.

Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:
Perencanaan Kinerja
Renstra 2020-2024 merupakan renstra baru. Seharusnya Renstra 2020-2024 bukan merupakan reviu dari renstra 2015-2019. 
Tujuan yang dirumuskan pada reviu renstra agar menyesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung. 

Alternatif USULAN rumusan tujuan :

Mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Solok. 

Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Menyempurnakan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada renstra sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Pastikan dokumen Renstra disusun sebagai acuan untuk dokumen SAKIP Lainnya. 
Penyusunan dokumen renstra perlu memperhatikan tanggal dan waktu penyusunan sehingga sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen yang dipersyaratkan (IKU→ Renstra → RKT→ PK → LKjIP). Dengan demikian dokumen Renstra dapat digunakan dalam penyusunan Dokumen perencanaan tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, dengan melihat kehati hatian dalam menetapkan target dan besaran anggaran sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyusun dokumennya. 
Menyempurnakan dokumen PK sehingga indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria inidkator kinerja yang baik. Belum dilakukan monitoring berkala atas target kinerja sasaran pada kinerja yang diperjanjikan (Dokumen Perjanjian Kinerja) sehingga pencapaian kinerja berkala tidak dapat diketahui.
Pengukuran Kinerja
Meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU sehingga IKU menggambarkan hasil.

Memastikan IKU yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, dan telah memenuhi kriteria SMART melalui pertimbangan kondisi sebenarnya yang terjadi di Pengadilan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengukuran dan IKU menggambarkan hasil.
Indikator Kinerja Utama agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta dipergunakan sebagai pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
Pelaporan Kinerja
Agar lebih menyempurnakan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan analisis yang lebih mendalam dan memperhatikan capaian target indikator kinerja setiap sasaran serta dilengkapi dengan berbagai pembandingan capaian kinerja, agar memperoleh informasi kinerja yang memadai sesuai periode Renstra.
Menambah dayaguna LKjIP sebagai sumber informasi dalam upaya perbaikan pelaksanaan program, perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja, penilaian kinerja satker dan pencapaian kinerja periode selanjutnya.
Agar informasi keuangan dalam LKjIP menyajikan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
Evaluasi Kinerja
Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perjanjian Kinerja, dan hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya. 
Pencapaian Kinerja
Agar meningkatkan capaian kinerja outcome sehingga capaian kinerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya serta meningkatkan keandalan informasi mengenai kinerja outcome. 
Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Solok tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Solok.



Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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